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LEMBARAN DAEMH KABUPATEN KONAU/E

NOII{OR 42 TAHUT'{ 2007

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN KONAWE

NOMOR: I TAHUN2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN A$NUA, KONAWE DAN

KECAMATAN KAPOIAIA DI KABUPATEN KONAWE .

DENGAN RAHMAT TUHAH YANG MAHA ESA

BUPAT1 KONAY{E.

Menimbang : 3. bahwa untlrk ri-'emperyendd< i-eatanE kendali penyelenggai'aen

Pemerintahan dan peiayanan kepaiia m3syarakat. maka

dipandang perlu memekarkan beber4a Kecamatan yang berada

dalam wilayah Kabupatc:r Kcnave ;

b. bahwa wilayan Kecamatan Abuki. Kecamatan Wawoiobi dan

Kecanratan Sondoala oipandang menenuhi sya!"at untuk

dimekarran, baik ditinjau Cai asoek iuas v.'ilayah, junniah Desa

maupun jumiah penduduk.

Mengingat : 1. iJnciang-Undang Ncmor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Rl

Tahun i959l.iomor 74. i-anroahan Lentbaran llegara R.l '1822);

Undang-Undang lllomor 8 Tahun1974 Tentang Pokok-pckok

Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor



304i) sebagairqana tetah dirrbah ciengan lirrdang-

undang i'ic:nci' '{j Tahun 1999 (Lembaran Negara F!

Tairi-i* 1999 Ncmor i5). Tar,oahan l'e''nbaran Negara

Fl Nomor 3890i;
Undang-l.jndang Nornor 10 Tahun 20O'+ tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangatr
(Lembaran Negara Rl Tahun 2W4 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389|;

Undang-Undang l{omor 37 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Rl

Nomor 4137,1;

Undang-UnCang Nomor 33 Tahun 7QQ4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2AM Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nor^nor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikat di Daerah
(Lembaran Negai-a Rl Talrun 1988 Ncmor 10,
Tambahan Lembaran Negara Ri l.lomor 3439);
Peraturan Pemen'niah l{omor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor-3952):
Peraturan Pemerintah Nomcr B iahun 2003 tentang
Pedornan Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran
Negara ll Tahun 200-" Nomor i4, Tambahan
Lembaran l.iegara !.ionrcr a267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Perubahan Nama Kabuoaten Kelrdari menjadi
Kabupaten Konarve {Lembai'an i.legara Rl Tahun 7AA+
Nomor 103);

10. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pedoman Tata l'.laskah Dinas:

11. Keputusan ivtenteri Datam Negeri Nomor 4 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan'
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nom'.rr 16

Ta;iun 20UC tentarrg Kewen;:,gan Pemen,;'i"al-t

Kahrtpatetr Xeir'ia ri sebog:ii Ilae r:h Ot-cncrn
(Le;nbaran Daeran Taitui: 2fOC Noma 64):

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Kendad Norncr 20
Tahun 2000 sebagaimana teiah diubah yang
terakhirkatinya dengan Peraturan ,aerah Norn.rr 13
rahun 2:OA3 tentang Pembentukan, Susunan
Crganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kerdari (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 'i5

Tahun 7002 tentang Pembentukan 6 (enam)
Kecamatan datam Witayah Kabupaten Kendari
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2002
Nomor 17)-

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kenciari Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pembentukan Kecamatan Anggaberi,
ilietuhu, Amonggedo, Lembo, Motawe, Langgikima,
Routa da;r Kecamatan Vy'awonii Tengah di Kabupaten
Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2005 !.{omor 05}.

Dengan Persettrjuan Bersarna

DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH KABUPATEN KONAWE
dan

BUPATI KONAWE

MEA{iJTUSKAN:

i{enetapkan : PERATUMN DAEMH KABUPATEN KoNAwE TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMAT^\N ASINUA, KONAWE DAN
KECAMATAN KAPOIALA DI KABUPATEN KONAWE.

iJ\i n t. .th gan, (u frg m @ " n 4 n



c.
d.
e.
i.
o

BAB

KTTgiiTUAN U,S.UIT

Pasal

Datam Peraturan Daerah ini, ying di'naksud dengan :

a- Daerah adalah Kabupaten Konawe
b. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai

U nsur Petaksana Penyetenggara Pemerintaha n Daera h ;

Kepata Daerah adatah Bupati Konawe;
Sekretarfs Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
Kecamatan adalah wr'tayah ker;a Camat sebagai Perangkat Daerah;
Camat aciatah Camat Asinua, Konawe cian Kapoita
Keturahan adatah witayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
dibawah Kecamatan;

h. Desa adatah kesatuan masyarakat hukum yang memitiki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
yang diakui dalam sistim Pennerintahan Nascnal dan berada di
Daerah;

i. Badan Pertirnbangan Jabatan dan Kepangkatan yang setarrjui-"'ya
disingkat BAPERJAKAT adaiah BAPERJ.^J'"AT Lingkup Pemerintah
Daerah yang di angkat dan ciiberhentikan oteh Kepa(a Daerah.

BAE II

PEMBENTUKAN

Pasal

Dengan Peraturan Daerah
a. Kecanratan Asinua;
b. Kecamatan Kcnawe;
c. Kecamatan Kapoiata;

ini dibentuk :

.Pnnt. :fugian l{ufum @'n4n'
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!-!-1,13 WILAYAH, JUMLAH DISA ;;,1..;.1 iiJfitL{H Pf NiIUDUK

PasaI

{1) Kecamatan Asinua tertetak antara 76 ?'T dan 24" LS pada wilayah
setuas 303,15 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebetah Utara berbatasan dengan Kec. Asinua;
b. Sebetah Timui'berbatasan dengan Kec. Abuki;
c. Sebetah Setatan berbatasan dengan Kec. Uepai;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Latama.

(2) Witayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Asinua metiputi :

a. Desa Ainua Jaya;
b. Desa Ambondiaa;
c. Desa Lasada;
d. Desa Nekudu;
e. Desa Angohi.

(3) Kecamatan Ainua semula rneruoakan bagian dari *rtayah
Keca.natan Abuki.

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan ainua, maka witayah Administrasi
Pemerintahan Kecamatan Abuki dikurangi dengan witayah
Administr:asi Pemerintahan Kecamatan Asinua;

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Asinua berada di Asinua :
(5) jumtah pc'nduduk Kecamatan Asinua pada Tanun penetapan

Peraturan Daerah ini adalah 7.525 jiwa:
(7) Peta wilayan Kecamatan Asinua adatah sebagaimana tertampir dan

rneruoakan sebagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan
Daerah ini

(8) Batas witayah secara tegas akan ditetapkan denean peratur-an
Bupati

Pasal

(1) Kecamatan Konawe tertetak antara 65. gT dan
witayah setuas 41,11 Km2 dengan batas-batas sebaqa
a. Sebetah Utara berbatasan dengan Kec. Wawotobi:

ibin t .&tgan I{u F,gm @' m4 n'
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b. Sebeiah Timur bei'batasan denqan
,'rcnggedul'.u:

: Scbetah Seiat-an i:erbar-a:.-rn cc:.i=n
{ecarnatan i-arn oui/? ;

d. Se-\etah Barat berbatasan dengan Kec. Lai'nbuya cian Kec.
l-;naaha.

(2) Administrasi Pemerintahan Kecamatan Konawe meliprtti :

a. Keiurahan Konawe;
b. Keturahan Tudaone;
c. Keturahan Bungguosu;
C. Desa Tawanga;
e. Desa Sanggona;
f. Desa Hudoa;
g. Desa Uetawu;
h. Desa Mekowu;
i. Desa Uete.

(3) Kecarnatan Konawe semuta merupakan sebagian dari wilayr2fu
Kecarnatarr Wawotobi;

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Konawe, maka witayah Admjnistrasi
Pemerintahan Kecamatan v/awoiobr dikurangi dengan w'jlavah
Kecamatan Konawe;

(5) Pusat Pemerinrahan Kecanratan Kcnawe beraca Ji Kona'we;
(6) Jurntah penduduk Kecamatan Konavre pada Tahun pe;reiapan

Peraturan Daerah ini adatah 9.470 jirva;
(7) Peta Witayah Kecarnatan Konawe adalah sebagaimana lerlarnpir tJan

i'nerupakan sc'bagian yang tidak terpisal-r<an dengan Peratur.rn
Daerah ini.

(B) Batas Vr'iiayah secara
Bupati.

(1) Kecamatan Kapoiala tertetak antara 66" BT cJan 80" t_S pada
witayah setuas 14,12 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebetah Utara berbatasan dengan Kec. Sawa;
b. Sebetah Timur berbatasan dengan Kec. Soropia;
c. Setretah Set*ian berbatasan dengan Kec. Sampara:
d. Sebetah Barat berbatasan dengan Kec. Bondoala;

(I>i d t Ol,n n;n n'l{t r$ r t m (d " n 1 n "
(r

K=:. t{arn'3iobi da;: Kec.

', '-:. 1'^./i;1rqg,.:dr.tKu ,iail

tegas akan ditetapkan Cengan Peraturan

Pasai 5



{?-)l./itayah,/;Cl.l:l;:tracjPernenntahalrKec:;rlatanKapci:;.afiPtipUti
a. Des.a !-ali,rbue.
b. Desa l-anrecciora;
c. Desa Kapoiala;
d. Desa Sambaraasi;
e- )esa Desa Labotoy;
f. Desa Pereoa;
g. Desa Lalimbue Jaya;
h. Desa Muara Sampara;
i. Desa Tani lndah;
j. Desa lllu Lalimbue.

(3) Kecamatan Kapoiala semula merupakan sebagian cjan' witayah
Kecamatan Bondoata;

{4) Dengan dibentuknya Kecamatan Kapoiala, rnaka witayah
Administrasi Pemerintahan Kecamatan Bondcala dikurangi dengan
witayah Kecamatan Kapoiata;

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kapoiata berada di Kapoiata;
(6)Jumtah penduduk Kecamatan Kapoiata pada Tahun Penetapan

Peraturan Daereh ini adalah 7.956 jiwa;
(7) Peta Witayah Kecaniatan Kapoiata acjatah sebagain-.ana tertampir

ian merupakan sebagian yang ticiak terp-'i53hkan ciengan Peraturan
Daerah ini.

{8) Batas V/itayah secara tegas akan ditetapkan iengan Peraturan
Bupati

BAB IV

STATUS IBUKCITA KECAAAA.TAN

Pasai 6

(1) Desa yang ciitetapkan menjadi lbukota Kecamatan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasat 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), maka
dengan sendirinya berubah status menjadi Kelurahan:

(2) Pendefinitifan Desa menjadi Keturahan sebagainana dimakst-rd avat
(1) pasat ini ditetapkan melatui Peraturan Kepata Daerah. .

i
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BNB V

KEDUDUKAI{ TUG.e.i .'-OKOr. DAr'i iUNGSl

Pasal 7

(1) Kecamatan adatah unstrr. peiaksana Pemerintah Daerah dibidang
pemerintahan, pemban guna n dan kemasyara katan ;

(2) Kecamatan dipimpin oteh seorang Camat yang berada dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

Kecamatan aciatah unsur pei.aksana Pemeriniah Daerah ciibiciang
pemerintahan tingkat kecamar-an, Pembina Pemerintah Desa /
Keturahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kerrasyarakatan,
penyelenggaraan koordinasi dengan dan atau antar kegiatan Perangkat
Daerah dan antara lnstansi vertikal ditingkat Kecamatan serta tugas
lain yang diti;'npahkan Kepaia Daerah.

Pasal I

Untuk menyetenggai'akan tugas pokok sebagaimana dimaksud pacia
pasaI E Peraiuran Daerah ini,lamat me.rnpunyai tugas :

a. Penyefenqgaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan
peinerintahan Desa / Kelurahan.

b. Fembinaan ketentraman dan kesejahteraan sosial serta keter-tiban
wilayah.

c. Pembinaarr pembangunan rnas'y'arakat desa yang metiputi pembinaan
c--^r,a /'l^n 

^rlea-a^rr 
nnra!..annmirn ara.l,,r'ei -l -^ ^^-i-.i^r5cilciiid Oiiii p;d5d;diid i.ieiehOnotiiiciii. liiOUUKsi Cdn peiiiUiiidan

pembangunan pada Lrn'lumnya ser-La pemb;naarr iingkungan hidup.
Pernbinaan kesejahteiaan sosia[.
Pembinaan pelayanan umum.
Penyusunan rencana dan program, pemb:naan administrasi dan
ketatausahaan.
Tugas-tugas lain yang ditimpahkan oteh Kepata Daerah.

d.
e.
f.

o5'
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E'A-D, Yl

5USTJNAN CRGAN15ASI

Pasat lO

i1) S,rsunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Penrbangunan Masyarakat Desa;
f. Seksi Kesejahteraan Sosiat;
g. Seksi Pelayanan Umum;
h. Kelompok Jabatab Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adatah
sebagaimana tertampir dan merupaKan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB Vi!
URiIAN TUGAS

Bagian Pertama
Sekretaris Kecamatan

Fssal 11

(1) Sekretariat Kecamatan aoalah unsur :iaf;
(2) Seki-etariat (ecamatan dipimpin oteh seorang sekretaris Kecamatan

',,ang setanjutnya disingkat / disebut Sel:cani, l;ei-acia oibawah dan
bei-tanggurr gj awab kepada Camat;

(3) Sekretaris Kecamatan mempr.:nyai tugas metakukan pembinaan
administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seturuh satuan
organisasi Pemerintah Kecamatan.

:tlin t. .&tga n J{u fot n @ 
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Bagian Kedua
Seksi Penienrianan

Pa;..r i2

(1) Seki Pemerintahan acialah unsur petaksana Pemerintah K.ecarnatan

dibidang penyetenggaraan Pemerintahan ;

(2) Seksi Pernerintahan dipimpin oteh seorang Kepata Seksi, dibawah
dan bertanggungjawab kepada Camat;

(3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyetenggarakan urusan
Pemerintahan Desa/Ketuahan dan ur-.1rsan Pemerintahan umum
ditingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

-Pasal 13

(1) Seksi Ketenteraman dan Keteniban adatah unsur pelak-na
pen:erintah Kecamatan dibidang pembinaan ketenteraman dan
ketertiban wil.ayah.

(2) Seksi Ketenteraman darr Ketertiban tersebut l\,lantri Potisi Pamong
Praja, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Ketenterarnan dan Ketertiban nrempunyaf tLigas metaksanakan
pembinaan ketenterarnan Can ketertiban vrilayah, pembinaan
ideotogi dan potitik serta pembinaair Pol.rsi Pamong Praja.

Pasai 15

Untuk menyefenggarakan tugas tersebut pada pasa[ 14 Peraturan
Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsr :

a. Sel-agai penyusun program dan petaksanan tugas - tugas pembinaan
ket:rtiban wil.ayah;

b. Seb.rgai penyusun program

?rint. &tgun Nufutm @'m4n"

dan petaksanaan tugas-tugas
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per'nbinaan ideologi negara dan poLitt'k dalarrr negeri;
c- Sebagai p€r,yusuii program dan petaksaria tugas-tuga: pembiniln

potisi pamong praja"

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Hasyarakat Desa

Pasal 16

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adatah unsur petaksana
Pemerintahan Kecamatan dibidang pembangunan.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut pada ayat (1 )
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok
meiakukan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian
dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan ditingkat Kecamatan.

Pasal 1E

Untuk menyelenggarakan tugas tei-sebut pada pasat 17 Perat_uran
Daerah ini, seksi Pemberdayaan i4asyarakat Desa mernpunyai fungsi :

a. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana. fisik perekonon-rian darr produksi.

b. Sebagai penyusun program dan pembina kegiatan pembangunan
lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan Iairrnya ditingkat
Kecamatan-

li.Pri n t. :&z gia n 3 tu Fg m @ " m4 n "



Bagian Kelinna
:eksi Kesejah'c;. ;an Sosial

Pasal 1t

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial aclatah unsur pelaksana Pemerintahan
Kecamatan dibidang pembrnaan kcsejahteraan masyarakat.

(2) Seksi Kesejahteraan Sosiat tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepata Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Camat.

Pasa[ 20

Seksi Kesejahteraan Sosiat mempunyai tugas pokok inengkoordinasikan
kegiatan penyusunan program dan petaksanaan kegiatan pembinaan
kesej ahteraan masva rakat.

Pasal 21

Ljntuk menyetenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 peraturan
Daerahini,SeksiKesejahteraan5osia[mempunyaifungsi
a. seoagai penyusun program uniuk keeiaian-kegaitan pembinaan,

petayanan dan bantuan sosra[, teri-nasuk kegiatan pembinaan
kepemudiran, optimalisasf peranan wanita dan pembinaan olahraga.

b. sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan
beragarna, kependidikan, kebudayaan dan kegiatan sosial
kemasya rakatan lai nnya.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 2?

(1) seksi Petayanan Umum adatah unsur petaksana pemenntahan
Kecamatan dibidang perryetenggaraan oetayanan umum.

(2) seksi Petayanan umum tersebut pada ayat (1) dipimpin oteh seorang
Kepala Seksi yang berada dibawah dan ber-tanggungjawab kepada
Camat.

Qrint. :fugian I{u fgm @ " m4n "
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Fasal 23

Sekri Peiayanan Umum fi)€rrlourlyzj {::;,;as pokok rTleiaksaitakan
;:clayanan,-;mum fnng fireliputi petayai'i;,,r kependudukan, Kebersiitan
cian oerizinan-

Pasal ?4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebr;i: pada pasal 23 Penturan
Daerah ini, Seksi Petayanan Umum mempLr-iyai fungsi :
a. Sebagai penyusun program dan penyelenggaran kegiatan petayanan

kependudukan dan catatan sipit.
b. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan

kebersihan, keindahan, pertamana dan ir 3llanggutangan kebakarari.
c. Sebagai penyusun program dan penyei.;nggara kegiatan petayanan

perizinan-
Bagian Ketujuh

Kelompck Jabatan Fungsiona!

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsionat mempunyai tugas pokck metaksanakan
sebagian tugas dan fungsi camat sesuai dengan keahtian dan
kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok -tabatan Fungsionat sebagaimana dimaksud pada pasat 25
Peraturan Daerah ini terdiri dari sejun-;rah tenaga datam jeniang
jabatan fungsionat yang terbagi ciatam hrercagai kelompok sesuai
dengan bidang keahtiannya.

(2) setiap Ketompok Jabatan Fr-rngsionat dipimpin oleh seorang tenaga
firngsionaI senior yang ditunjuk cieh Kepata Daerah dan
bertanggune jawab kepada Canrat.

(3) sejumtalr jabatan fungsional pada sei:iap Kecamatan ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perunCang-undangan yang bertaku.

.'hnt. :&tgun 1{u fut m @ " m4n" IJ
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PELAKSANA,A.N TtJGAS

Pasal 77

Datam metaksanakan tugasnya, Camat serta Sekcam, Kepata Seksi :an
Ketompok Jabatan Fungsionat, wajib menerapkan prinsip koorcji:=:j.
integrasi dan sinkronisasi baik .Jal.am [ingkungan kerja masin-mas--g.
maupun satuan antar organisasi datam pemerintahan Kecamatan se:;ai
dengan tugas pokok dan fungsi-masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahafl rTldS--:J-
masing, dan bita terjadi "penyirnpangan agar mengambit tangxan-
tangkah yang pertu sesuai dengan peraturan yang bertaku.

' 
Pasal 29 ,

Setiap pimpinan satuan orqanisasi datam lingkungan pemerinta!-an
Kecamatan, benanggungjawab memimpiir dan merrgkoordinasrkan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan p€tur:_,uk
bagi petaksanaan tugas bawahan.

Pasal 3O

setiap Pfmpinan satuan organisasi wajib mengikufr' dan rnemar._rhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masi;-€-
masing, serta menyampaikan taporan berkata tepat pada waktunya

-4--Qrint- &ag'ion 1{ufum @'m4n'
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KETENTUAN FFRALII{AN DAN PENU TUP
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Pasal 31

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini maka
a. Kecamatan Abuki metiputi :

1. Keturahan Abuki;
2- Desa Watay;
3. Desa Kumapo;
4. Desa Desa Epeea;
5. Desa Sambeani;
6. Desa Puunggatuku;
7. Desa Padangguni;
8. Desa Asotu;
9. Desa Ateuti;
10. Desa Sambaosu;
11. Desa Atosika;
12. Desa Langgea;
13. Desa Atadopi;
14. Desa Padang Mekar;
15. Desa Matanggorai.

b. Wilayah Kecamatan Wawotobi rnetipufi :
1. Ke[. Wawotobi;
2. Ke{. Eose-Bose;
3. Ket. Latosabiia;

. 4. Kei. lnotobu;
5. Ket. Ranoeya
6. Ket. Nchu-Nohu
7. Ket. Kasupute
8. Ket. Hcpa-Hopa
9- Ket- lnatahi
1O. Ket. Kutahi
11. Ket. Patarahi
12. Ket. Puusinauwi

@ti,tt. tugian I{u.futm @'mhf
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i 3. Desa Korumba
14. Desa Nat-,o tnciah
15. Desa Anatahurnbu:i
i 6. Jesa Aitggctoa

c- Witayah Kecamaian Bondoata metiouti
1. Ket. Laosu
2. Desa Besu
3. Desa Paku JaYa
4. Desa Dioto
5. Desa Rumbia
6. Desa Pebunooha
7. Desa Pebunooha Datam
8. Desa PuuruY
9. Desa Morosi
i0. Desa Paku
11. Desa Tanggobu
12. Desa Tordovgatu
1 3- Desa Worns'Jltorini
14. Desa Mendikonu

,l
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Petaksanaan Peraturan Daerah
Buoati

Pasal 32

ini diatur tebih tanjut dengan Pera'ilr;-an

Pasal 33

r

,}

Peraturan Daerah ini mutai bertaku pada tanggal diundangkan.
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Agar strpava setiap orang daoat nengstahrrinva .nemerintahkan pengunCarigan

Perat':ran Daerah :ni dengan penernpatannya dalan LernDir:an iaerah Kabuoden
Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada ranggal 18 September 2007

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H.LUKMAN A8UilAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Padatanggal 24 September 2007

PIT SEI(RETARIS DAERAH
KABUPATEN'KOI'IAWE,

T.T.D

HU$TAR.!TUHORO

LEI'BARAN DAEMH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2OO7 NOI4OR 42

ASLINYA,
KONA'folE,
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